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ABSTRAK 
Abstrak – Penelitian berjudul Retribusi Izin Pemakaian Tanah sebagai Salah Satu 
Sumber Pendapatan Asli Daerah ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan membahas permasalahan Apakah Retribusi 
Izin Pemakaian Tanah Surat Ijo yang dikeluarkan Pemerintah bertentangan dengan 
ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Penelitian dalam skripsi ini 
menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dikaji 
menggunakan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, 
Yurisprudensi. Selain dikaji dengan menggunakan bahan hukum primer, penelitian ini 
juga dilakukan dengan mengggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari doktrin-
doktrin, asas-asas, dan tulisan-tulisan ilmiah yang dapat ditemukan dalam berbagai 
literatur yang erat hubungannya dengan hukum primer yang berkaitan untuk menjawab 
permasalahan dalam penelitian ini. 
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ABSTRACT 
This study with the title Land Use Permit Levies as One of The Sources Local Revenue 
in View of Regional Government Law Number 23 of 2014 discussed the problem 
whether the levy permit of the use of green certificate land issued by the government 
violates the provisions of the Regional Government Law number 23 of 2014 and Basic 
Agrarian Law number 5 of 1960. This study used a normative juridical method, which 
examined the case using primary legal materials in the form of legislations, 
jurisprudence. This study also examined using secondary legal materials in the form of 
doctrines, principles, and scientific writings which could be found in several literatures 
which were closely related to the primary law to answer the problem in the study. 
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